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Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena hanya
dengan hidayah dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas
kedinasan di Pengadilan Agama Lolak dengan lancar dan menuangkannya dalam
sebuah laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Lolak Tahun 2019.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini dibuat berdasarkan surat Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019
perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Lolak tahun 2019 ini
merupakan rekam jejak sekaligus wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Lolak
tahun 2019, yang meliputi Pelaksanaan kegiatan Perkara, Pengelolaan Keuangan,
sarana dan prasarana, Pelayanan Publik, pengawasan serta  kebijakan umum
peradilan, struktur organisasi dan tupoksi,

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang
Pengadilan Agama Lolak dalam hal capaian pelaksanaan kinerja serta pelaksana
tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama selama periode tahun 2019 dan semoga
dapat memberi manfaat untuk perbaikan kinerja kami kedepan.

Akhirnya, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan hidayah serta
bimbingan-Nya agar pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Lolak dapat berjalan

sesuai apa yang diharapkan. Aamiin.

Lolak, 6 Januari 2019

Ketua,

H. Ahmad Fernandesz, S.Ag.,M.Sy
NIP. 19751223 200502 1 002
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BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum

Hukum Islam yang sejak dulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan yang memang
jelas keberadaan atau eksistensinya dalam kerangka sistem hukum nasional. Secara
instrumental, banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang telah
mengadopsi berbagai materi Hukum Islam ke dalam pengertian Hukum Nasional.
Secara institusional, eksistensi Pengadilan Agama sebagai warisan penerapan sistem
Hukum Islam sejak zaman pra penjajahan Belanda, juga terus dimantapkan
keberadaannya.

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan
dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan
nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU tentang Peradilan Agama
tahun 1998, kedudukan Pengadilan Agama Islam itu makin kokoh. Akan tetapi, sejak
era reformasi, dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Reformasi
yang mengamanatkan bahwa keseluruhan sistem pembinaan peradilan
diorganisasikan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi
Mahkamah Agung mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan
kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga
sebagai puncak manajemen dibidang administratif, personil, dan finansial serta sarana
dan prasarana. Kebijakan “satu atap”, memberikan tanggungjawab dan tantangan
karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna
mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan,
serta akuntabel.

Penyatuan atap beserta semua konsekuensi logis yang muncul untuk menjadi
lembaga yang mumpuni dalam bidang peradilan dan mampu mengelola administratif,
personil, finansial dan sarana prasarana, membuat Mahkamah Agung melakukan
perubahan atau pembaruan disemua aspek. Berbagai langkah dan program strategis
sebagai upaya realisasi dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan
dibawahnya. Salah satu langkah dan upaya yang telah serta sedang dilakukan adalah
program pemberuan peradilan sebagaimana tertuang dalam cetak biru (Blue Print)

Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan.



Sejalan dengan kabijakan reformasi birokrasi di semua lini pemerintahan, Cetak
Biru (Blue Print) Mahkamah Agung diharapkan bisa manjadi sebuah pedoman/arah
dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung
serta peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan
yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni Hukum Keluarga
Islam dan Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun
2004 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Agama
telah beralih ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Lolak sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, yang Diresmikan pada
tanggal 22 Oktober 2018. Oleh Ketua Mahkamah Agung RI. dalam pelaksanaan
tugasnya berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

4. Peraturan-peraturan lainnya yang mencakup tugas pokok dari Pengadilan
Agama baik dalam bidang yudisial maupun non yudisial.

Kebijakan internal maupun eksternal diperlukan sebagai bagian dari usaha untuk
merealisasikan program kerja yang telah direncanakan, sehingga dapat tercipta suatu
pelayanan yang prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Karenanya, sebagai
wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan objek dari
pelayanan itu sendiri Pengadilan Agama Lolak mengaktulisasikan kebijakan-
kebijakan dimaksud dalam bentuk kegiatan yang diantaranya :

1. Mengoptimalisasi penggunaan perangkat lunak (software) seperti

e Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), serta
Sembilan (9) aplikasi turunannya dalam proses penerimaan serta

penyelesaian perkara hingga publikasi terhadap masyarakat yang



memerlukan informasi mengenai perkara, guna memudahkan para pihak
pencari keadilan.

e SAIBA yakni aplikasi Rangkuman dari beberapa aplikasi Sebagai Basis
Pengelolaan Keuangan mulai dari perencanaan, realisasi dan dan
pelaporan realisasi belanja, dengan beberapa turunan Aplikasi seperti
SAS, SIMAN, E MONEV.

e SIMAK BMN Apliaski Pengelolaan Aset

e aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dan
SIMKEP Online yang merupakan sarana untuk menyimpan data
kepegawaian secara sistematis sebagai proses dukungan sistem
manajemen PNS yang rasional dan pengembangan SDM di aparatur
pemerintahan guna mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan
terintegrasi sehingga tersedia data informasi PNS yang akurat, serta
aplikasi lainnya yang terus dimutakhirkan.

2. Menyediakan sarana penunjang untuk transparansi dan keterbukaan informasi
sebagaimana SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 serta memedomani
KMA Nomor 1-144/SK/2010 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
dalam bentuk pemberdayaan teknologi informasi melalui media internet

dengan meluncurkan website yang beralamat www.pa-Lolak.go.id pada tahun

2019 sebagai media informasi Pengadilan Agama Lolak agar memudahkan
masyarakat dalam mencari informasi.
3. Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai secara berkala dan terus
menerus serta memberikan apresiasi atas usaha dan hasil kerja yang dicapai.
Sebagai kewajiban yang harus dipenuhi pada setiap akhir tahun anggaran, laporan
ini memuat tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Lolak yang berkaitan
dengan tugas yustisial, administrasi peradilan, kesekretariatan, pembangunan maupun
tugas lainnya yang behubungan dengan kedinasan selama periode tahun 2019 serta
sebagai pertanggung jawaban atas capaian hasil program kerja yang telah
dicanangkan sebelumnya.
B. Visi dan Misi
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
(amandemen ketiga tahun 2001) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman



dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi,” maka dengan demikian, keempat lingkungan badan peradilan tersebut
harus melaksanakan kebijakan umum peradilan yang telah dirumuskan dan ditetapkan
oleh Mahakamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2009 sebagai
visi dan misi badan peradilan Republik Indonesia, yang termuat dalam buku Cetak
Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2025 yaitu :
Visi Badan Peradilan adalah :
“ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung .
Misi Badan Peradilan adalah :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari
Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.
Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa peradilan agama adalah merupakan
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik
Indonesia, maka Pengadilan Agama Lolak dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi sebagai berikut :
Visi Pengadilan Agama Lolak adalah sebagai berikut :
?” Terwujudnya Pengadilan Agama Lolak yang agung ”
Misi Pengadilan Agama Lolak adalah sebagai berikut :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Lolak Yang Modern;
3.  Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi demi transparansi Peradilan;
4. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan
dengan biaya ringan;

5. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan demi kepastian hukum.

C. Renstra (Rencana Strategis)

Bertolak dari kebijakan umum Mahkamah Agung RI serta visi dan Misi

Pengadilan Agama Lolak sebagaimana yang disebutkan tadi, maka disusunlah



rencana strategis Pengadilan Agama Lolak Tahun 2019-2023 yang merupakan

program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun sampai dengan 5

(lima) tahunan. Rencana strategi ini mencakup uraian-uraian tentang : tujuan yang

hendak dicapai, sasaran pelaksanaan tugas, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang meliputi kebijakan, program kerja serta kegiatan yang berfungsi sebagai acuan

dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh satuan kerja pada Pengadilan Agama Lolak.

Rumusan rencana strategi dimaksud adalah sebagai berikut, :

1. Tujuan

a.

Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan keadilan kepada

masyarakat secara adill, sederhana, cepat dan biaya ringan;

b. Meningkatkan tertib administrasi peradilan sesuai ketentuan yang
berlaku.

c. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumber daya manusia
Pengadilan Agama Lolak ;

d. Meningkatkan tertib administrasi keuangan, kepegawaian dan
umum/perlengkapan Pengadilan Agama Lolak;

e. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang menjamin
akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.

2. Sasaran

a. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum dan keadilan kepada
masyarakat secara adil, sederhana, cepat dan biaya ringan;

b. Meningkatnya tertib administrasi peradilan sesuai ketentuan yang
berlaku.

c. Meningkatnya kualitas organisasi, manajemen dan sumber daya manusia
Pengadilan Agama Lolak;

d. Meningkatnya kulitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pengadilan
agama Lolak;

e. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik yang menjamin

akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi

3. Kebijakan

a.

Menyelenggarakan penerimaan dan penyelesaian perkara secara adil,

cepat, sederhana dan biaya ringan;



b. Menyelenggarakan administrasi peradilan secara tertib dan cermat;

c. Menyelenggarakan penataan organisasi, managemen dan pembinaan
sumber daya manusia Pengadilan Agama Lolak;

d. Menyelenggarakan tertib administrasi kepegawaian;

e. Menyelenggarakan tertib administrasi keuangan secara efektif dan
efisien;

f. Menyelenggarakan tertib administrasi umum dan perlengkapan;

g. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang akuntabel dan

transparan.

4. Program
a. Peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan kepada

masyarakat;;

o

Peningkatan tertib administrasi pengadilan sesuai pola bindalmin;

Penyempurnaan organisasi dan managemen Pengadilan Agama Lolak.

/e o

Peningkatan pengawasan pelaksanaan tugas;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Peningkatan tertib administrasi kepegawaian;

Peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan;

= @ oo

Peningkatan tertib administrasi umum dan perlengkapan;

— .

Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan;

j. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

5. Kegiatan
1. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan kepada

masyarakat,;

a. Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya serta meminimalisir
sisa perkara pada periode tahun berjalan;

b. Manerima dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan
Agama Lolak secara cepat, sederhana dan biaya ringan;
Melaksanakan minutasi perkara yang telah diputus;

d. Menerima dan melaksanakan permohonan eksekusi putusan
pengadilan;

e. Menerima dan mengirim permohonan perkara banding;



Menerima dan mengirim perkara permohonan kasasi;

Menerima dan mengirim perkara yang dimohonkan Peninjauan
Kembali;

Mengelola keuangan perkara secara efektif, efisien dan transparan;
Menerapkan penginputan data perkara melalui aplikasi Siadpa Plus
sebagai upaya pelaksanaan penyelesaian perkara yang efektif dan

terintergrasi.

2. Kegiatan peningkatan tertib administrasi pengadilan sesuai dengan pola

bindalmin :

& o

@ oo

Mengelola buku induk register perkara;

Mengelola buku jurnal, buku induk dan buku keuangan perkara
lainnya;

Mengelola keuangan perkara secara efektif, efisien dan transparan.
Mengelola laporan keadaan perkara secara periodik;

Mengelola laporan kegiatan hakim dan panitera;

Melaksanakan pembundelan perkara yang telah diminutasi;
Mengelola kearsipan perkara;

Mengimplementasikan aplikasi SIPP

3. Kegiatan penyempurnaan organisasi Pengadilan Agama Lolak ;

IS

e o
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—

Menyusun rencana kerja tahunan;

Menyempurnakan uraian pembagian tugas (Job Descripton);
Mengusulkan pengisian jabatan yang lowong;

Penunjukan Majelis Hakim Tetap.

Penyempurnaan Hakim Pengawas Bidang.

Pembentukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP
Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi.
Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi;

Menyusun Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Lolak.

4. Kegiatan penigkatan pengawasan pelaksanaan tugas :

Melaksanakan pengawasan internal secara intensif;
Menindaklanjuti hasil pengawasan internal dan eksternal;
Melaksanakn koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas

secara periodik;



d.

Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran disiplin PNS.

5. Kegiatan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

IS

oo a0

k.

L.

Mengikut sertakan PNS dalam Diklat Keterampilan Teknis;
Mengikut sertakan PNS dalam Diklat Perjenjangan;

Mengikut sertakan PNS dalam Ujian Dinas;

Melakukan diskusi kasus yang dihadapi secara berkala;
Mengusulkan CPNS untuk menjadi PNS tepat waktu;
Mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu;

Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Negeri Sipil
yang telah memenuhi syarat secara tepat waktu;

Memberikan Hak Cuti kepada PNS sesuai ketentuan yang berlaku;
Memberikan Tunjangan Hari Lebaran terhadap pegawai;
Mengusulkan PNS yang belum mendapatkan KARPEG;
Mengusulkan PNS yang belum mendapatkan KARIS-KARSU;
Mengusulkan PNS yang belum mendapatkan ASKES;

m. Mengusulkan PNS yang belum mendapatkan TASPEN;

6. Kegiatan Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian :

Mengelola Aplikasi Sistem Administrasi Kepegawaian (SIKEP);
Mengelola Buku Kendali Kenaikan Pangkat dam Kenaikan Gaji
Berkala Pegawai Negeri Sipil;

Mengelola File Kepegawaian;

Mengelola Statistik Kepegawaian;

Membuat Daftar Urut Kepangkatan dam Bezzetting Formasi PNS;
Membuat Sasaran Kinerja Pegawai SKP;

Mengelola Usul Pensiun PNS;

7. Kegiatan Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan :

IS

o a ©°
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Menyusun/membuat RKA-KL sesuai kebutuhan;

Menyusun, membuat dan mengusulkan POK DIPA;
Merealisasikan DIPA sesuai anggaran yang tersedia;

Membuat pertanggung jawaban DIPA;

Mengelola Buku Keuangan Negara secara Profesional,

Membuat laporan Keuangan Negara yang akuntabel secara berkala;

Mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan;



8. Kegiatan Peningkatan Tertib Administrasi Umum dan Perlengkapan

a.
b.
C.

d.

m.

n.

Mengelola Buku Barang Inventaris Milik Negara;

Membuat Laporan Inventaris Barang Milik Negara;

Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Negara.

Melakukan monitoring ketersediaan kebutuhan barang melalui
aplikasi persediaan;

Mengelola Sistim Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN);

Mengelola pengadaan dan pendistribusian ATK;

Melaksanakan penata usahaan surat menyurat;

Mengadakan penataan kearsipan kantor sesuai sitem kerasipan
dinamis;

Melaksanakan penghapusan arsip dan barang milik negara sesuai
ketentuan yang berlaku;

Menata ruang perpustakaan;

Mengelola Buku Register Perpustakaan;

Membuat Katalog Buku Perpustakaan;

Menyusun Buku Perpustakaan secara Profesional;

Menyiapkan Kartu Perpustakaan;

9. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana :

a.
b.
C.
d.

c.

Pengadaan sarana gedung kantor;

Pengadaan prasarana fasilitas gedung kantor;
Pemeliharaan sarana gedung kantor;
Pemeliharaan prasarana gedung kantor;

Penghapusan prasarana fasilitas gedung kantor.

10. Kegiatan Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik :

a.
b.

C.

Membuat meja informasi Pengadilan Agama Lolak.

Menyiapkan sarana informasi sesuai kebutuhan.

Melaksanakan pelayanan meja informasi sesuai Surat Keputusan
KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta

berpedoman pada Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor



0017/DjA/SK/V/11/2011  tentang pedoman pelaksanaan meja
informasi.

d. Mengelola sarana penunjang media teknologi informasi
sebagaimana SK KMA Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang

transparansi dan keterbukaan informasi pengadilan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
strategis, dari tujuan tersebut ditetapkanlah sasaran strategis.

Untuk dapat mencapai sasaran, Pengadilan Agama Lolak melakukan berbagai
langkah konkrit yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan, program serta kegiatan
sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Dari langkah tersebut diharapkan akan ada

capaian hasil (out put) atas rencana strategis yang dibuat.



BAB II

A. Keadaan Perkara Diperadilan Agama

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama Lolak sepanjang tahun 2019
berjumlah 462 perkara yang terdiri dari perkara gugatan (contentious) 380 perkara
dan perkara permohonan (volunter) sebanyak 82 perkara. Sisa perkara tahun
sebelumnya berjumlah 2 perkara. Sehingga total perkara yang ditangani Pengadilan
Agama Lolak pada tahun 2019 berjumlah 464 perkara.

Selanjutnya jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2019
sebanyak 456 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 8 perkara.

B. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Agama Lolak pada tahun 2019 telah menerima perkara sejumlah
462 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2018 berjumlah 2 perkara, sehingga
jumlah perkara seluruhnya 464 perkara. Dari 464 perkara tersebut, yang dapat
diselesaikan berjumlah 456 perkara, sedangkan sisa perkara pada tahun 2019

berjumlah 8 perkara.

Adapun data keadaan perkara tahun 2019 di Pengadilan Agama Lolak
adalah sebagai berikut:

1. Perdata 2 462 456 8 -

1. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
Jumlah Perkara yang di putus tepat waktu pada Pengadilan Agama Lolak
Tahun 2019 sebanyak 464 Perkara dengan jenis putusan sebagai berikut :



a. Dikabulkan sebanyak :420 perkara

b. Ditolak sebanyak : 5 perkara
c. Tidak diterima sebanyak : 2 perkara
d. Gugur sebanyak : 4 Perkara
e. Dicabut sebanyak : 19 Perkara
f. Dicoret sebanyak : 6 perkara

2. Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding Kasasi dan PK
Dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Lolak tidak ada perkara yang
mengajukan upaya hukum banding. Sedangkan untuk perkara Kasasi dan PK

di tahun 2019 tidak ada .

3. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi
Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Lolak selama tahun 2019

tercatat dalam register mediasi telah melaksanakan mediasi sebanyak 18 perkara.

34

4. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Tidak ada perkara anak dimaksud yang ditangani oleh Pengadilan
Agama Lolak.



C. AKkreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah
Agung, khususnya Badan Peradilan Umum Dalam Memberikan Pelayanan informasi
kepada pencari keadilan. Dimanan program Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah
berlangsung sejak tahun 2015.

APM ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat,
Mahkamah Agung telah melakukan 3 kebijakan yaitu : Akrseditasi sertifikat ISO serta
lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia.
Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus
memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu
wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada
pelayanan publik yang prima. Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di
pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Paradilan.

- Posbakum
Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Lolak belum ada pelayanan untuk

Posbakum;

- Sidang Keliling/ pelayanan terpadu
Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Lolak belum ada Sidang
Keliling/pelayanan Terpadu;

- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)

Perkara prodeo yang diterima pada tahun 2019 berjumlah 5 perkara dan
diselesaikan pada tahun 2019 berjumlah 5 perkara. Penerimaan perkara prodeo
pada tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang
dibiayai oleh DIPA Pengadilan Agama Lolak Nomor : DIPA
005.04.2.604.752/2019 tanggal 5 Desember 2018 melalui Program peningkatan
Manajemen Peradilan Agama dengan pagu anggaran Rp. 1.750.000,- (Satu Juta
Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Penerimaan perkara prodeo dilaksanakan

satu tahun anggaran yaitu sejak 1 Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019



dan sistem pencairan dana anggaran dilaksanakan dengan pengeluaran Riil (At
Cost), standar biaya yang dipakai adalah standar biaya perjalanan dinas dalam kota
Realiasi penerimaan perkara prodeo Pengadilan Agama Lolak 2019 sebagai

berikut:

Rp. Rp. -
1.750.000,- 1.725.000,-




BAB I1II SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam organisasi terdapat manajemen SDM yang bertanggung jawab untuk
mengelola sumber daya yang ada. Sumber daya manusia mempunyai peran utama
dalam setiap kegiatan organisasi.

Untuk mengembangkannya dan mempertahankan sumber daya manusia yang
berkualitas, maka diperlukan pengembangan sumber daya manusia dalam
meningkatkan kerja prestasi pegawai di Pengadilan Agama Lolak. Untuk
pengembangan SDM membutuhkan usaha-usaha dalam meningkatkan kemampuan
para pegawai untuk menangani beraneka tugas dan untuk meningkatkan kapabilitas
dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan pegawai
melalui pengembangan, perencanaan karir dan penilaian kerja yang diperuntukkan
bagi setiap individu yang bekerja dalam setiap organisasi.

A. Mutasi
Pada tahun 2019, Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Lolak

berjumlah 22 orang yang terdiri dari :

- Ketua : 1 orang
- Wakil Ketua : 1 orang
- Hakim : 2 orang
- Panitera : 1 orang
- Panitera Muda : 3 orang
- Jurusita Pengganti : 1 orang
- Panitera Pengganti : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Kasubbag : 3 orang
- PNS (Cakim) : 5 orang
- CPNS : 3 orang

Ditambah dengan 4 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

(PPNPN.



1. Mutasi Masuk

Dalam rangka penyegaran dan juga peningkatan kualitas sumber daya
manusia serta kesejahteraan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Lolak
khususnya dan oleh institusi Mahkamah Agung RI. Pada umumnya,
merupakan tujuan lain dari promosi dan mutasi dalam instansi atau satuan
kerja, maka untuk mencapai hal tersebut telah dilakukan langkah-langkah
yang antara lain melalui rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan pengusulan
kenaikan pangkat.

Hal ini yang menjadi akibat dari pertimbangan dalam pelaksanakan
promosi dan mutasi di Pengadilan Agama Lolak adalah karena kepentingan
dinas, sehingga Nampak dalam pelaksanaan tugas terjadi tumpah tindih,
dimana pejabat fungsional di bidang kepaniteraan menjadi staf dari bagian
urusan kesekretariatan. Selain itu juga bahwa dalam pelaksanaan promosi dan
mutasi di Lingkungan Pengadilan Agama Lolak sepanjang tahun 2019
terdapat hal-hal yang menjadi kewenanangan Pengadilan Tinggi Agama
Manado dan Mahkamah Agung RI seperti promosi jabatan dan mutasi ke

wilayah tempat kerja lain,

2. Mutasi Keluar
Untuk Tahun 2019 ini Ketua, Hakim, Pegawai Pejabat Struktural dan
Fungsional Pengadilan Agama Lolak Belum ada yang mendapatkan Prioritas

untuk Promosi dan Mutasi ke Pengadilan Agama Lainnya

» Kenaikan pangkat
a. Kenaikan Pangkat Reguler Periode April 2019
1. Dari Golongan I1I/b ke Ill/c

Dani Haswar, S.H.I

3. Dari Golongan III/b Ke Ill/c

Zweetly Daryono Soeratinojo, S.Kom



B. Promosi

Setiap pegawai memiliki keinginan untuk selalu menjadi lebih baik, menduduki
jabatan yang lebih tinggi, memperoleh upah atau gaji yang lebih tinggi dan lain
sebagainya. Promosi jabatan adalah salah satu hal yang menjadi impian setiap
pegawai. Karena dengan promosi jabatan, karyawan memperoleh hal-hal yang
diinginkan.

Promosi jabatan berarti kenaikan jabatan, yakni menerima kekuasaan dan
tanggung jawab lebih besar dari kekuasaan dan tanggung jawab sebelumnya.”

» Promosi Jabatan tahun 2019
Untuk Tahun 2019 ini Ketua Hakim Pegawai Pejabat Struktural dan

Fungsional Pengadilan Agama Lolak Belum ada yang mendapatkan Prioritas

untuk Promosi dan Mutasi ke Pengadilan Agama Lainnya;

C. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)
Selama tahun 2019 ada 7 (Tujuh) Pengawai mengikuti Diklat yaitu;

- Nama : Anisa Pratiwi, S.H.I
Jenis Pelatihan : Diklat Cakim Tahun 2019

- Nama : Roiha Mahmudah, S.H.I
Jenis Pelatihan : Diklat Cakim Tahun 2019

- Nama : Alfian Muhammady, S.Sy
Jenis Pelatihan : Diklat Cakim Tahun 2019

- Nama : Binti Nur Mudawamah, S.H.I
Jenis Pelatihan : Diklat Cakim Tahun 2019

- Nama . Wardatul Baidho, S.H
Jenis Kegiatan :  Diklat Cakim Tahun 2019

- Nama : Ardhika Sukmasakti Hasworo, S.E
Jenis Kegiatan :  Diklat Prajabatan Tahun 2019

- Nama : Muhammad Humaedi, S.H
Jenis Kegiatan :  Diklat Prajabatan Tahun 2019

- Nama : Khairul Syafri, A.md.Kom

Jenis Kegiatan :  Diklat Prajabatan Tahun 2019



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN
PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Lolak sebagai bagian yang
tak terpisahkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah, maka pelaksanaanya
didasarkan pada perencanaan anggaran keuangan yang tersedia dalam 2 (dua)
Daftar Isian Palaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor: SP DIPA-
005.01.2.401888/2019 Pengadilan Agama Lolak memperoleh alokasi dana
sebesar Rp. 2.774.640.000; (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam
ratus empat puluh ribu rupiah) untuk DIPA 01 sedangkan untuk DIPA 04 dengan
Nomor : SP DIPA-005.01.2.401996/2019 sebesar Rp. 1. 750.000.- (Satu Juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun perincian DIPA 01 sebagai berikut :

Belanja Pegawai Rp. 1.877.130.000,-
Belanja Barang Rp. 462.510.000,-
Belanja Modal Rp. 435.000.000,-
Jumlah Rp. 2.339.640.000,-

Sedangkan Rincian DIPA 04 sebagai berikut :

Penyelesaian Sidang Terpadu Rp. 0,-
Penanganan Perkara Prodeo Rp. 1.750.000,-
Penyelenggaraan Sidang Keliling Rp. 0,-

Jumlah Rp. 1.750.000,-



B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
a. Pengadaan
Sebagaimana diketahui bahwa gedung Pengadilan Agama Lolak
merupakan gedung pinjam pakai dari Pemda Bolaang Mongondow pada
tahun 2018, dan memiliki luas bangunan 500 M2 dan di atas tanah seluas
2.000 M2
berikut Ruangan yang ada di gedung Pengadilan Agama Lolak
Fasilitas yang tersedia dimaksud adalah sebagai berikut;
1. Ruang Ketua,
Ruang Hakim
Ruang sidang utama.
Ruang Panitera
Ruang Sekretaris
Ruang Kesekretariatan
Ruang Kasir

Ruang Kepaniteraan

o ®» 2o kWD

Ruang IT dan Pelaporan

—_
=)

. Ruang PTSP meliputi meja informasi dan meja pengaduan, meja 1 dan
meja 3

11. Ruang e-Court (lobi yang difungsikan sebagai pojok e-court)

b. Pemeliharaan
Upaya pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana gedung
dan  Bangunan  Pengadilan  Agama  Lolak  didasarkan  pada
pengelolaan/penatausahaan barang-barang milik Negara dalam lingkup
Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan diatur dalam Surat
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/173.a/SK/X1/2005
tanggal 21 Nopember 2005, Tujuannya adalah sebagai berikut :

Tertib administrasi barang;

IS

Penghematan keuangan Negara;

c. Menghitung kekayaan Negara;

o

Memudahkan pengawasan barang milik Negara;



e. Sebagai bahan informasi bagi penyelenggaraan manajemen pengurusan

barang mulai dari:

1.

Perencanaan dan penentuan kebutuhan barang;

. Pengadaan barang;

2
3.
4

Penyimpanan dan pendistribusian barang

. Pemeliharaan Barang;

Di tahun 2019 Pengadilan Agama Lolak melaksanakan pemeliharaan

sarana dan prasarana gedung dengan alokasi anggaran sesuai DIPA 2019

dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp. 53.750.000,-

b. Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor sebesar Rp. 0,-

- Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung dan Bangunan

a. Pengadaan

Dalam DIPA 2019 Pengadilan Agama Lolak memiliki anggaran Alokasi

Belanja Perangkat pengelolah data dan Komunikasi sebanyak Rp.

125.000.000,-. Dengan rincian sebagai berikut :

1. | Alat Pengolah Data SIPP 3 39.000.000
2. | Alat pengolah data pendukung e-Court 1 86.000.000
Jumlah 4 125.000.000

b. Pemeliharaan

Pengadilan Agama Lolak mendapat alokasi dana pemeliharaan fasilitas

gedung di DIPA 2019 dan telah terserap sejumlah Rp.53.750.000.



c¢. Penghapusan

Pengadilan Agama Lolak ditahun 2019 tidak mengadakan

penghapusan Barang Investaris

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Perangkat Keras

Perangkat Keras yang menunjang Teknologi Informasi di Pengadilan

Agama Lolak terdiri dari : TV LCD, seperangkat jaringan Astinet dan

Indihome, Router mikrotik komputer, Perlengkapan Wireless, Jaringan Kabel

LAN, laptop, dan Scanner.

2. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak yang menunjang Teknologi Informasi di Pengadilan

Agama Lolak terdiri dari;

Bagian Perkara : Direktori Putusan, Info Perkara, Aplikasi SIPP, dan 9
Aplikasi inovasi Badilag;

Bagian Kepegawaian : Aplikasi SIKEP, ABS, KOMDANAS;

Bagian Perencanaan dan TI : Aplikasi RKAKL dan Sirup lkpp;

Bagian Keuangan : SAIBA, E-MONEV SMART, Aplikasi GPP,
KOMDANAS, E-REKON, BAPPENAS, SAS, LKPP;

Bagian Umum : Website dengan alamat URL : www.pa-Lolak.go.id,
Aplikasi SIMAK-BMN, KOMDANAS,SIMANTAP, Aplikasi Persediaan.

b. Implementasi e- court di lingkungan Peradilan Agama

E-Court atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik

merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi

pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi

(TT) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan

untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk

mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan

yang cepat dan efisien.



PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna,
pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang
semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018,
pengguna yang dapat beracara menggunakan e-Court hanya pengguna terdaftar.
Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam
PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara
elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan
terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi e-
Court dengan menambahkan menu e-/itigation (persidangan secara elektronik).

Pada Pengadilan Agama Lolak ditahun 2019 menerima perkara e-court
sebanyak 4 perkara yang terdiri dari:

-  Didaftar oleh Pengguna (Pengacara) sebanyak 1 (Satu) perkara
- Didaftar oleh pengguna lainnya (masyarakat Umum) sebanyak 3 (tiga) perkara
Dan perkara E-Court yang putus sebanyak 4 perkara .

c. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu sangat mempengaruhi pola
kinerja manusia. Terlebih saat ini dengan dukungan teknologi informasi yang
menunjang setidaknya Pengadilan Agama Lolak dapat bekerja dengan
memanfaatkan teknologi Informasi.

Untuk memanfaatkan teknologi informasi pada proses administrasi
peradilan di Pengadilan Agama Lolak, Pengadilan Agama Lolak telah menerapkan
suatu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) yang merupakan
Aplikasi yang berbasis web yang memberikan semua informasi perkara terkait
penanganan perkara, dimulai dari pendaftaran perkara, nomor perkara, biaya
perkara, susunan majelis yang menangani perkara, jadwal persidangan dan tanggal
putusan. Semua informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat
dimanapun dan kapanpun dengan cepat, mudah dan murah. Selain itu SIPP juga
difungsikan untuk membantu pimpinan memonitor kinerja Hakim dan aparatur

Pengadilan Agama Lolak terkait dengan penyelesaian administrasi perkara.



- Publikasi Perkara (One Day One On Publish)

Di tahun 2019 Pengadilan Agama Lolak sudah melakukan upaya-upaya
publikasi perkara melalui upload putusan ke dalam Direktori Putusan, juga melalui
SIPP web Pengadilan Agama Lolak. Dari jumlah putusan di tahun 2019 sebanyak
161 perkara berdasarkan Rapor Penanganan SIPP Mahkamah Agung dengan nilai
akhir 91,93% pada posisi ke 55 di Kategori V tertanggal 20 Desember 2019.

Dan untuk rapor penanganan perkara berdasarkan SIPP wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 6 Desember 2019 Pengadilan
Agama Lolak berada pada posisi pertama pada urutan ke 60 di Kategori V dengan
nilai akhir 91,63%.

Selain itu juga Pengadilan Agama Lolak berinovasi mengembangkan
aplikasi berbasis android bernama “PA LOLAK MOBILE” (dapat di download di
playstore) ke pengguna smartphone serta didalamnya terdapat akses mudah (easy
access hyperlink) yang langsung menuju portal Direktori Putusan tanpa ribet

membuka browser.



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan di
Pengadilan Agama Lolak kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan
kualitas sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Pengadilan Agama Lolak kepada
masyarakat pencari keadilan, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang
diselenggarakan harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan
yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan
dari layanan yang diberikan kepada mereka. Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh
Pengadilan Agama Lolak dalam peningkatan pelayanan publik itu.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang
dihadapi Pengadilan Agama Lolak, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia,
kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk
menunjang terselenggaranya proses pelayanan public kepada masyarakat pencari
keadilan.

Peningkatan pelayanan itu juga tentunya harus dilakukan secara terus-menerus
untuk memperbaiki berbagai kesalahan-kesalahan yang sering ditemui dan
memberikan solusi terhadap pemecahannya.

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu direvisi oleh Ditjen Badilag menjadi
Akreditas Penjamin Mutu yang isinya telah diseragamkan dengan pedoman yang
dimiliki oleh Pengadilan berdasarkan surat MARI Ditjen Badilag
nomor.2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Pengadilan Agama Lolak telah dilaksanakan Penilaian oleh tim Audit
Survaillance berdasarkan surat tugas nomor W18-A/1298/0T.01.3/11/2019
tanggal 8 November 2019, dari Pengadilan Tinggi Agama Manado dan hasil dari
Tim Audit Surveillance berdasarkan pengumuman berdasarkan website Badilag
bahwa Pengadilan Agama Lolak masih dalam tahap penilaian.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya
senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan

pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu



Satu Pintu (selanjutnya disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah
Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik
yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai
akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.
Dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,
transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi,

nepotisme. Di laksanakan dengan prinsip Keterpaduan,
Efektif, Efisien, Ekonomis, Koordinasi, Akuntabilitas, dan
Aksesibilitas.

Adapun Layanan pokok PTSP di Pengadilan Agama Lolak meliputi Meja
Permohonan informasi, Meja Pelayanan pengaduan, Pendaftaran perkara
dilakukan oleh petugas pendaftaran yang sebelumnya disebut petugas meja I.
Layanannya berupa pendaftaran perkara, permohonan/gugatan, pengajuan upaya
hukum,  pendaftaran  permohonan  konsignasi serta ~ permohonan
eksekusi. Layanannya meliputi penyerahan/pengambilan salinan
penetapan/putusan, akta cerai serta dokumen resmi pengadilan lainnya.

Pelaksanaan PTSP di Pengadilan Agama Lolak berdasarkan aturan SK
Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.



BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Peradilan
sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan melekat dan
pengawasan fungsional. Pelaksanaan pengawasan internal pada Pengadilan Agama
Lolak dilaksanakan secara terus-menerus dan berjenjang oleh atasan langsung
terhadap bawahannya, serta secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas
bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana
kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memaksimalkan
pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Agama Lolak telah menunjuk Hakim
Pengawas bidang.

Adapun dasar pelaksanaan pengawasan yakni keputusan ketua mahkamah
Agung RI Nomor : KMA/096/SK/VII/2006 serta Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di lingkungan Lembaga peradilan Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006,
seiring dengan diadakan Pengawasan yang intinya untuk menjaga citra, martabat
dan keluhuran aparat peradilan khususnya dan lembaga peradilan pada umumnya,
maka untuk menjalankan pengawasan secara lebih efektif, Pengadilan Agama
Lolak dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal meliputi :
a. Bidang Kepegawaian/Aparatur

Menegakkan disiplin pegawai/aparatur Pengadilan Agama Lolak, yakni
memonitoring kehadiran pegawai secara berjenjang, mengawasi tingkah laku
pegawai/hakim, kinerja para pegawai serta pembinaan-pembinaan baik melalui
penyampaian pada saat apel masuk pada senin pagi dan apel pulang pada jumat

sore, rapat evaluasi, dan rapat bulanan maupun triwulan.



b. Bidang Keuangan
Meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan,
pendistribusian dan pertanggungjawaban keuangan Negara atau Daftar isian

penggunaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¢. Bidang Umum/Perlengkapan
Meliputi seluruh kegiatan inventarisasi, tertib persuratan, pemanfaatan

sarana prasarana Barang Milik Negara dan penghapusan Barang Milik Negara.

d. Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan
Meliputi seluruh kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan program dan
Anggaran, Pengelolaan TI dan statistik serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, dan dokumentasi serta Pelaporan.

e. Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara
Meliputi seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk persidangan
meliputi: system pembagian perkara, pembuatan berita acara persidangan dan
tata tertib persidangan.

Sedangkan administrasi perkara meliputi seluruh kegiatan yang
dilakukan oleh aparat peradilan yang diberi tugas untuk mengelola proses
perkara yakni prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan
perkara, penyelesaian perkara dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan
pola bindalmin.

B. Evaluasi
Untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Lolak tahun
2019 terdiri dari tiga evaluasi ;
1. Evaluasi pelaksanaan tugas bidang Kesekretariatan yang dilaksanakan
pertriwulan;
2. Evaluasi pelaksanaan tugas bidang Kepaniteraan yang dilaksanakan
pertriwulan;
3. Evaluasi pelaksanaan tugas secara umum (untuk evaluasi pelaksana tugas
seluruh pegawai) yang dilaksanakan pertriwulan;
Setiap hasil evaluasi dicatat dan apabila ada yang perlu ditindak lanjuti

maka setiap bidang segera melakukannya.



BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

B.

1.

Pengadilan Agama Lolak dalam melaksanakan fungsinya didasarkan pada
kebijakan umum peradilan yang tertuang dalam Visi dan Misi peradilan serta
Visi dan Misi Pengadilan Agama Lolak, sebagai tujuan akhir yang hendak

dicapai.

. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Lolak per tanggal

31 Desember 2019 berjumlah 22 orang terdiri dari 4 Hakim (termasuk Ketua
dan Wakil Ketua) 15 orang PNS, 3 Orang CPNS

. Peta kekuatan pegawai menurut jenis pekerjaan maupun fungsinya belum

berimbang dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga masih
ada pejabat yang tidak memiliki staf dan pegawai yang merangkap jabatan
baik di kepaniteraan maupun kesekretariatan;

Kuantitas jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Lolak sebagai
Peradilan Agama yang baru berdiri di wilayan Pemekaran Bolaang
Mongondow Utara menunjukan angka yang cukup signifikan dimana perkara
masuk sejumlah 167 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2018
berjumlah 5 perkara, sehingga jumlah perkara seluruhnya 172 perkara. Dari
172 perkara tersebut, yang dapat diselesaikan berjumlah 166 perkara,
sedangkan sisa perkara pada tahun 2019 berjumlah 6 perkara.

. Pengelolaan sumber daya manusia, baik teknis maupun non teknis, telah

dilakukan secara kontinu dan simultan. Diharapkan terjadi peningkatan di
tahun-tahun yang akan datang sehingga sasaran yang ditetapkan dapat
tercapai.

Pengelolaan dana DIPA telah dilakukan secara efektif, efisien, objektif dan

transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi
1.

Perlu adanya Penambahan Sumberdaya Manusia melihat jumlah SDM di
Pengadilan Agama Lolak yang sangat jauh dari kata ideal dalam rangka
peningkatan pelayanan Public. hal ini terasa berdampak pada kinerja dan
pelayanan publik dimana masih ada Pejabat yang merangkap Jabatan sehingga

Aktualisasi kinerja yang melambat dan berdampak pada capaian kinerja.



2. Pembinaan, bimbingan teknis, maupun Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) serta
cara-cara lainnya yang sesuai ketentuan dalam bidang teknis yustisial,
administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan baik
dari segi kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber
daya manusia (SDM) Hakim, Panitera, Jurusita, Pejabat Struktural dan
staf/operator yang handal serta berkualitas.

3. Alokasi anggaran rutin bagian anggaran 01 (Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI) perlu ditingkatkan yang tentunya akan berdampak pada
peningkatan pelaksanaan program kerja. Demikian pula anggaran yang
dialokasikan melalui bagian anggaran 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama)
berkaitan dengan program acces to justice perlu ditingkatkan sehingga
program tersebut bisa terlaksana secara maksimal agar hasilnya dapat di
rasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Selain itu perlu juga
ditingkatkan anggaran belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana
agar tercipta standar ideal kebutuhan sarana dan prasana di Pengadilan Agama
Lolak demi kelancaran tugas dan peningkatan kewibawaan peradilan agama

sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.



